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Hubungan Cyberloafing Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada 
Aparatur Sipil Negara 
Faisal M Mododahi 
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faisalmododahi@gmail.com 
Korupsi merupakan perilaku yang merugikan dan meyimpang, dilakukan untuk mencari 
keuntungan pribadi, dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan memiliki tujuan 
memperkaya diri ataupun kelompok. Indonesia merupakan negara yang memiliki kasus 
korupsi terbanyak dan jumlah kasus korupsi mengalami kenaikan setiap tahunya. Pelaku 
perilaku korupsi di Indonesia terjadi diberbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil 
negara. Salah satu penyebab terjadinya perilaku korupsi didugaadanya pengunaan fasilitas 
kerja yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuanya, seperti fasilitas internet penunjang 
pekerjaan. Cyberloafing merupakan suatu perilaku non-produktif  yang dilakukan oleh 
pegawai saat bekerja menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara cyberloafing dengan 
kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Penelitian mengunakan jenis 
penelitian kuantitatif, dengan desain uji  korelasional. Jumlah subjek penelitian  sebanyak 170 
aparatur sipil negara, dari berbagai instansi di Indonesia. Pengambilan data penelitian 
mengunakan teknik Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
mengunakan skala Likert Scale. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan 
cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Dilihat dari 
uji korelasi spearman nilai r=0.043 dengan taraf nilai sifnifikan (p) 0.581 > (p) 0.05. Maka 
dapat dikatakan kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan.  
Kata kunci: Cyberloafing, Kecenderungan Perilaku Korupsi,  Aparatur Sipil Negara. 
Corruption is a disadvantageous and distorted behavior, carried out for personal benefit, 
intentionally, planned and has the purpose of enriching oneself or a group. Indonesia is a 
country that has the most corruption cases and the number of such cases has increased every 
year. Perpetrators of corruption in Indonesia are from various social classes, including the 
state civil apparatus.One of the causes of the occurrence of corrupt behavior is allegedly the 
use of work facilities that are not in accordance with their functions and objectives, such as 
internet facilities as work support. Cyberloafing is a non-productive behavior performed by 
employees when working by using internet facilities for personal use. This study aimed to 
determine whether there is a relationship between cyberloafing and the tendency for 
corruption behavior in the civil service. This study used a quantitative research type with 
correlational test design. The number of research subjects was 170 state civil apparatus from 
various agencies in Indonesia. The data collection of the study used a Purposive Sampling 
technique. The instrument used in the study was a Likert Scale. The results of the study 
showed that there was no correlation between cyberloafing and the tendency for corruption 
behavior in the state civil apparatus. Seen from the Spearman correlation test, the value of r 
= 0.043 with a significant level of value (p) 0.581 > (p) 0.05. Thus, it can be said that the two 
variables did not have a significant relationship.  




Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, negara berkembang tentunya 
memiliki banyak permasalahan. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat dari berbagai 
penyebab mulai dari sumber daya manusia yang kurang bermutu, tingkat pertumbuhan 
penduduk, tingginya angka pengangguran, infrasruktur yang belum merata, tingginya angka 
kemiskinan, maraknya budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kurangnya sumber 
daya manusia tidak hanya diukur dari tinggi rendahnya pengetahuan dan intelektual 
melainkan juga dari kualitas moral dan kepribadian. Rendahnya kualitas moral dan 
kepribadian dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satu masalah yang ditimbulkan 
adalah perilaku korupsi. Korupsi sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. 
Perilaku korupsi terjadi bukan karena  individu tersebut berbeda dengan negara lain 
melainkan adanya tingkat kemiskinan dan gaji yang rendah, peluang korupsi terbuka, 
lemahnya sistem pemerintahan, kelemahan hukum dan etika, perilaku bergantung pada 
sumber daya alam dan kondisi politik yang sering berubah (Mauro, 2002). 
Korupsi adalah tindakan  yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan tindakan 
memperkaya diri, yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, sekaligus negara (Anisah, 
2016). Korupsi juga dapat di katakan perilaku dari pejabat publik dalam kewenangan, 
kedudukan dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melangar hukum 
sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara (Aulia, 2018). Perilaku korupsi di 
Indonesia merupakan perilaku akibat dari politik yang tidak sehat yang melibatkan birokrat 
serta militer yang mengunakan jabatanya untuk tujuan tertentu (Semma,2008). Maraknya 
perilaku korupsi di Indonesia dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional (TI) tahun 2018 korupsi menjadi 
permasalahan serius di indonesia, berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 
2018 Indonesia menempati urutan ke-89 dari 180 negara dengan nilai 38 dari skala 0-100 hal 
ini menggambarkan bahwa semakin rendah nilai maka semakin tinggi perilaku korupsi. 
Korupsi di Indonesia sering dilakukan oleh seorang (public servant) aparatur sipil negara atau 
yang memiliki kepentingan pribadi melakukan tindakan komisi dan penggelapan jejak, 
melibatkan jasa halal maupun haram terjadi di pemerintah ataupun dalam organisasi 
(Klitgaard, 1998). Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan survei terdapat sebanyak 
2.357 PNS berstatus aktif terlibat perkara pidana korupsi, dan sebanyak 2.259 PNS terlibat 
korupsi belum dipecat tersebar seluruh Indonesia mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan 
kota, terdapat 98 PNS terlibat korupsi ditingkat insitusi lembaga tingkat pusat atau 
kementrian yang belum dipecat (Harahap, 2018). Sementara itu anggota DPRD kota malang 
sebanyak 41 dari 45 pada bulan September 2018 ditetapkan oleh KPK (Komisi Pemberantas 
Korupsi) sebagai tersangka kasus dugaan suap anggaran APBD-P pemerintahan Kota 
Malangtahun 2015 (Al Araaf, 2019). Tingginya tindak perilaku korupsi di Malang terdapat 
sebuah gerakan yang menjadi sistem monitoring pemerintahan malang gerakan ini dinamakan 
Malang Corruption Watch gerakan ini mempunyai visi dan misi dalam pengawasan sistem 
pemerintahan politik dan ekonomi agar tercipa sistem demokrasi yang bebas dari perilaku 
korupsi (Hilman & Nugraha, 2018). 
Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini belum juga tuntas, 
pemberantas korupsi tentunya memerlukan sistem yang terstruktur dan sistematis. Upaya 
pemberantas korupsi banyak terjadi kegagalan karena pendekatan ini masih menggunakan 
pendekatan hukum atau terlalu terfokus dengan penekanan moral, serta penegakan masih 
banyak yang setengah hati dan saling menjatuhkan kawan dan lawan (Klitgaard, 2002). 
Setiap tahun terjadi penurunan kinerja dalam pemberantasan perilaku korupsi, baik dari 
jumlah pelaku serta kasus yang ditetapkan sebagai tersangka, negara mengalami kerugian 
besar setiap tahunya.Terdapat 1.153 orang sebagai tersangka korupsi dari 392 kasus per tahun 
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dengan rata-rata kerugian sebesar Rp4,17 triliun (Alamsyah, Lais & Agus, 2018). Mencegah 
perilaku pidana korupsi perlu dilakukan koordinasi, monitor, penyidikan, penindakan dan 
supervise serta adanya deterrent effect sehingga pelaku korupsi berpikir dua kali dalam 
melakukan tindakan korupsi (Umar, 2011). Deterrent effect memiliki pengaruh besar dalam 
upaya pemberantasan perilaku korupsi hal ini berdampak setelah  beberapa hari setelah efek 
pembunuhan atau efek hukuman nonkapital (Hong & Klec, 2018).  
Hasil penelitian menyatakan dalam mengurai perilaku korupsi di Indonesia tidak hanya 
memfokuskan pada pelaku tindak korupsi melainkan lebih memfokuskan pada mengubah 
konteks dimana lahan korupsi tersebut berkembang (Purnomo 2012). Tindakan korupsi 
terjadi tidak hanya dilihat dari kesempatan yang dimiliki karena tidak semua pekerja 
melakukan tindakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya tindakan korupsi sangat 
erat dengan  individu itu sendiri. Penelitian lain menyatakan adanya hubungan yang kuat dari 
keyakinan dan keputusan  dari dalam diri individu untuk melakukan perilaku korupsi 
(Anisah, 2016). 
Perilaku anti korupsi oleh masyarakat setiap tahun meningkat. Hasil Survei Badan Pusat 
Statistik (BPS) menyatakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2019 sebesar 3,70 
pada sakala 0-5 menunjukan adanya kenaikan dari tahun 2018 sebesar 3,66. Hal ini 
menggambarkan semakin angka IPAK mendekati angka 5 menunjukan bahwa masyarkat 
semakin anti terhadap perilaku korupsi, dan nilai IPAK mendekati 0 menunjukan masyarakat 
semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Dari hasil survei menunjukan bahwa setiap tahun 
masyarakat semakin anti terhadap perilaku korupsi. Keberadaan masyarakat merupakan 
komponen penting dalam pemberantasan kasus korupsi, sebagai komponen negara, 
masyarakat  wajib mengambil peran melakukan control sosial, sesuai undang-undang yang 
telah di atur (Bunga, Maroa, Arief & Djanggih, 2019). 
Perilaku yang dikenal menyimpang, korupsi pada umumnya lebih dikenal sebagai suatu 
tindakan penyalagunaan jabatan untuk medapatkan keuntungan pribadi. Namun definisi 
terkait perilaku korupsi sampai saat ini belum mempunyai definisi yang jelas secara hukum 
global, karena konsep perilaku korupsi sangat luas dan perilaku korupsi tidak mudah untuk di 
kenali. Hal ini yang membuat definisi korupsi sulit untuk diterima secara universal. 
Menentukan suatu perilaku yang temasuk tindakan korupsi tidaklah mudah, sampai saat ini 
jenis perilaku korupsi sangatlah beragam dan terlihat samar, sehingga menyulitkan penegak 
hukum untuk mengenali perilaku korupsi secara jelas. Contohnya seperti pengunaan gadget 
dan internetdi lingkungan kerja, yang pada umumnya dikenal sebagai hal yang wajar dan 
tidak melanggar hukum. Namun dalam pengunaan gadget dan internet dalam lingkungan 
kerja secara tidak langsung membuka akses untuk melakukan perilaku menyimpang seperti 
kecenderungan perilaku korupsi. 
Terdapat beberapa macam perilaku menyimpang dalam organisasi antara lain 
ketidaksopanan, cyberloafing, kekerasan fisik, perilaku agresifitas, dan pencurian ditempat 
kerja (Robbins dalam Noratika, 2016). Perilaku menyimpang dalam pengunaan gadget dan 
internet dikenal dengan perilaku cyberloafing.Perilaku cyberloafing masuk dalam perilaku 
menyimpang karena bersifat non-produktif dalam hal pengunaan fasilitas internet untuk 
kebutuhan pribadi. Hal ini akan membuka lebar kemungkinan pegawai dengan perilaku 
cyberloafing melakukan kecenderungan perilaku korupsi.  
Cyberloafing merupakan perilaku pegawai yang menggunakan fasilitas akses internet dengan 
jenis komputer, cell Phone, tablet  saat bekerja untuk aktivitas non-produktif dimana pegawai 
menganggap perilaku tersebut berhubungan dengan pekerjaan dan seperti hiburan, sehingga 
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melakukan aktifitas belanja online, internet massaging, memposting nowsgroups dan 
mengunduh lagu serta menonton filem (Blanchard & Henle, 2008). Hasil penelitian 
menyatakan bahwa ada hubungan negatif pemanfaatan teknologi internet dalam penyelesaian 
tugas dalam pekerjaan, penelitian ini juga menyatakan hubungan negatif pengunaan teknologi 
informasi terhadap kesesuaian tugas dan, pengunaan fasilitas kerja(Jin, 2003).Terdapat tiga 
faktor yang menyebabkan terjadinya cyberloafing  yaitu faktor individu, faktor organisasi dan 
faktor situasional (Ozler & Ploat, 2012).  Faktor individu menggambarkantrait individu yang 
melakukan pengunaan fasilitas internet sesuai dengan kepribadian dan kebiasaan individu, 
faktor organisasi menggambarkan adanya peraturan organisasi dalam pembatasan pengunaan 
fasilitas internet, hal ini juga berkaitan dengan perilaku modelling karyawan dengan 
atasannya, dan faktor situasional menggambarkan situasi organisasi seperti budaya dan 
norma dalam lingkungan kerja.   
Cyberloafing terbagi menjadi dua tipe yaitu serious cyberloafing dan minor syberloafing, 
pegawai serious cyberloafing cenderung memiliki perilaku mengakses game online, 
menonton filem, mengakses situs dewasa, berinterksi dengan chat group,  promosi iklan 
personal, dan mendownload musik, sedangkan minor cyberloafing memiliki perilaku seperti 
belanja online, dan mengirim chat personal (Blanchard &Henle, 2008). Hasil penelitian 
menyatakan adanya perilaku cyberloafing sebesar 90% pegawai mengunakan akses internet 
untuk pemenuhan kesenangan pribadi seperti bermain game online, menonton filem, 
mendownload musik  dan perilaku cyberloafing sebesar 84% pegawai mengunakan fasilitas 
internet untuk kepentingan pribadi seperti mengirim email dan internet massaging (Surf 
dalam Lim, 2002). Hal ini menggambarkan adanya penurunan produktivitas kinerja pegawai 
sampai pada 30 hingga 40 persen. 
Dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku cyberloafing yaitu kurangnya disiplin kerja, 
kehilangakn pergawai atau pemutusan hubungan kerja, pelangaran privasi perusahaan, 
kuragnya tanggungjawab pribadi terhadap organisasi dan kerugian keuangan operasional 
internet yang di sebabkan penurunan produktivitas (Weatherbee, 2010). Hal ini sejalan 
dengan penelitian  yang menyatakan cyberloafing juga termasuk dalam  perilaku yang 
dilakukan dengan sengaja melanggar norma dalam organisasi yang akan mengancam 
kesejahteraan dalam organisasi dan anggotanya (Beugre & Kim, 2006).  Selain itu banyak 
pengawai yang terlibat cyberloafing tidak menydari jikalau perilakunya merupakan suatu 
perilaku pelangaran (Kidwell, 2010). 
Dampak lain yang ditimbulkan dari perilaku cyberloafing adalah produktivitas dan komitmen 
kerja. Cyberloafing berpengaruh pada produktivitas yang dilihat daritotalitas, pengeluaran 
waktu serta totalitas masukan selama periode tersebut(Greenberd dalam Inriyani, 
2016).Cyberloafing juga berpengaruh terhadap komitmen kerja, hasil penelitian menyatakan 
terdapat hubungan antara kecerdasan adversitas dan komitmen kerja dengan perilaku 
cyberloafing (Rahayuningsih & Putra, 2019).Penelitian kepada pegawai kontrak dan PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menyatakan bahwa ada 
hubungan negatif yang signifikan antara komitmen organisasi dengan perilaku cyberloafing 
(Putra& Nurtjahjanti, 2019). Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi cyberloafing maka 
semakin rendah perilaku komitmen kerja pada pegawai. Selain itu penelitian lain menyatakan 
terdapat 59 PNS (Pegawai Negeri Sipil) di dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bukittinggi 
menyatakan bahwa ada pengaruh negatif antara perilakucyberloafing terhadap Self awareness 
pegawai negeri sipil kota Bukittinggi (Shintia, 2019) 
Namun di lain hal teknologi informasi yang dibentuk seperti teknologi masukan, teknologi 
mesin pemroses, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak serta 
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teknologi telekomunikasi mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan kerja dari segi 
kualitas, akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap (Hakim, 2016). Hal ini menunjukan bahwa 
dengan keberadaan teknologi  diharapkan memiliki kontribusi besar dalam dunia pekerjaan. 
Hasil penelitian menyatakan penggunaan dan kepercayaan  sistem teknologi informasi 
akuntansi berpengaruh efektif terhadap kinerja karyawan (Syaputra, 2019).  
Dari uraian diatas perilaku korupsi merupakan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. 
Perilaku korupsi tidak terlepas dari perilaku cyberloafing  karena dianggap suatu perilaku 
menyimpang dalam hal pengunaan fasilitas internet untuk keperluan pribadi. Pelaku korupsi 
banyak melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk aparatur sipil negara. Sesuai 
dengan survei Badan Kepegwaian Negara (BKN) terdapat sebanyak 2.357 PNS berstatus 
aktif terlibat perkara pidana korupsi, dan sebanyak 2.259 PNS terlibat korupsi belum dipecat 
tersebar seluruh Indonesia mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, terdapat 98 PNS 
terlibat korupsi di tingkat insitusi lembaga tingkat pusat atau kementrian yang belum dipecat 
(Harahap, 2018). Terelepas dari hasil survei korupsi terdapat pengaruh faktor eksternal dan 
internal. Faktor eksternal berupa fasilitas kerja, jabatan, kekuasaan, dan kesempatan, dan 
faktor internal berupa kebiasaan, norma dan kepribadian. Faktor-faktor diatasmempengaruhi 
perilaku dalam dunia kerja, salah satunya pemanfaatan fasilitas kerja yang kurang tepat, 
menimbulkan suatu fenomena yaitu cyberloafing, yang berarti adanya pengunaan fasilitas 
kerja yang tidak sesuai fungsinya diduga melakukan suatu kecenderungan dalam perilaku 
korupsi. 
Berdasarkan fenomena diatas peneliti mengambil masalah untuk diteliti yaitu bagaimana 
hubungan cyberloafing terhadap kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. 
Dengan tujuan peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan perilaku cyberloafing 
terhadap kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara agar dapat memberikan 
suatu manfaat berupa informasi kepada masyarakat mengenai perilaku cyberloafing terhadap 
kecenderungan perilaku korupsi khususnya pada aparatur sipil negara. 
Cyberloafing 
Cyberloafing adalah tindakan pegawai non-produktif selama waktu kerja yang mengunakan 
fasilitas internet di lingkungan kerja untuk keperluan pribadi seperti mengakses internet (Lim, 
2002). Cyberloafing juga diartikan sebagai perilaku pegawai yang menggunakan fasilitas 
akses internet dengan jenis komputer, cell Phone, tablet  saat bekerja untuk aktivitas non-
produktif dimana pegawai menganggap perilaku tersebut berhubungan dengan pekerjaan dan 
seperti hiburan, sehingga melakukan aktifitas belanja online, internet massaging, memposting 
nowsgroups dan mengunduh lagu serta menonton film (Blanchard & Henle 2008). Dari 
defenisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya perilaku Cyberloafing merupakan suatu 
perilaku tidak produktif mengunakan fasilitas internet di lingkungan kerja seperti memgirim 
Email, belanja Online, internet massaging dan chat groups yang tidak berhubungan dengan 
pekerjaan  yang terjadi di lingkungan kerja di jam aktif kerja. 
Faktor-faktor Cyberloafing 
Menurut Ozler dan Ploat (2012) ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku Cyberloafing: 
1.Faktor Individu 
Perilaku yang didorong oleh keinginan dari dalam diri individu melibatkan kebiasaan, 
kepribadian dan norma yang dianut. Kecanduan pengunaan internet juga terdapat dalam 
faktor individu. Terlepas dari itu kesepian dan masa lalu juga terpengaruh pola 
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penggunaan fasilitas internet.  Perilaku cyberloafing Individutergantung dari kepercayaan 
terhadap dorongan dari dalam dirinya sendiri (Chak & Louis, 2004).  
2. Faktor Situasional 
Situasi berkaitan dengan lingkungan tempat kerja, faktor situasional muncul karena ada 
niat dari dorongan individu. Hal ini terjadi karena tidak terdapat pencegahan berupa 
peraturan khusus dalam penggunaaan fasilitas internet yang diberikan, karena 
perilakucyberloafing  sangat erat dengan persepsi kontrol individu itu sendiri.  
3. Faktor Organisasi 
Organisasi memerlukan pengawasan terhadap fasilitas pengunaan internet seperti  
dukungan manajerial terhadap pegawai penguna internet, pengunaan harus sesuai norma 
sosial yang berlaku di dalam lingkungan kerja, dan diperlukan konsekuensi reward dan 
punishment  terhadap perilaku pelangaran pengunaan fasilitas internet yang tidak sesuai 
dengan fungsinya 
 
Tipe-Tipe Perilaku Cyberloafing 
Blanchard dan Henle (2008) mengatakan Cyberloafing terbagi menjadi dua tipe yaitu: 
1. Serious Cyberloafingtipe ini cenderung memiliki perilaku mengakses game online, 
menonton film, mengakses situs dewasa, berinterksi dengan chat group,  promosi iklan 
personal, dan mendownload musik.  
2. Minor Cyberloafingtipe ini cenderung memiliki perilaku seperti belanja online, mengirim 
chat personal  
Kecenderungan Perilaku Korupsi 
Kecenderungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.web.id) merupakan perilaku 
yang melibatkan keputusan dari dalam diri, menunjukan perilaku suka atau tidak suka yang 
memuncukan suatu tindakan atau perilaku. Dapat disimpulkan bahwasanya kecenderungan 
merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara sadar, 
suka atau tidak suka. Kecenderungan sangat erat dengan perilaku yang dilakukan oleh 
individu tersebut, karena perilaku merupakan bagian dari aspek afeksi individu itu sendiri hal 
ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melakukan suatu tindakan dari 
jabatan dan wewenang yang dapat merugikan orang lain, dan mendapatkan keuntungan 
secara pribadi. 
Kecendenrungan perilaku korupsi merupakan  suatu dorongan hati yang berasal dari dalam 
diri seseorang yang menunjukan perasaan suka atau tidak suka terhadap tindakan 
penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta merugikan orang lain untuk mendapatkan 
keuntungan secara pribadi ataupun golongan. (Anisah, 2016). Korupsi juga dapat dikatakan 
perilaku dari pejabat publik dalam kewenangan, kedudukan dan jabatan untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi dengan melangar hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap 
keuangan negara (Aulia, 2018). Perilaku korupsi di Indonesia merupakan perilaku akibat dari 
politik yang didalamnya melibatkan birokrat serta militer yang tidak terlepas dari karakter 
masyarakat Indonesia dan budaya politik di Indonesia (Semma, 2008). 
Aspek-Aspek Perilaku Korupsi 
Menurut Wahyudi (2010) ada tiga aspek pendorong perilaku korupsi yaitu: 
1. Aspek perilaku individu   
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Aspek ini terletak pada dorongan individu dalam melakukan suatu tindakan bagian dari 
suatu keinginan yang bertujun untuk memperkaya diri dan dilakukan sebagai bagian dari 
tujuan dan berawal dari kesadaran yang diniatkan. Aspek individu terpengaruh karena 
kurangnya moral, gaya hidup yang konsumtif, masalah perekonomian, sifat tamak, dan 
menerapkan ilmu pengetahuan agama yang kurang tepat. 
2. Aspek dalam oranisasi kepemerintahan 
Organisasimembuka peluang terjadinya perilaku korupsi. Peluang yang dimaksudkan 
berupa kurangnya budaya organisasi yang sehat atau kultur organiasi yang kurang benar, 
sistem pengawasan pemerintahan yang kurang baik, banyak perilaku pimpinan yang 
kurang baik, dan organisasi sering menutupi kasus korupsi yang terjadi. 
3. Aspek perundang-undangan 
Perilaku korupsi muncul juga dikarenakan adanya kelemahan dalam peraturan undang-
undang, kelemahan ini dapat dilihat dari banyaknya undang-undang yang di buat sering 
mengalami disfungsi, seperti hanya mengguntungkan salah satu pihak, kualitas undang-
undang yang rendah, undang-undang yang tidak pernah di sosialisasikan, dan undang-
undang yang belum pernah mengalami revisi atau perbaikan. 
Pola dalam Perilaku Korupsi 
Menurut Fadjar (2002) ada tiga pola dalam perilaku korupsi yaitu: 
1. Mercenery abuse of power pola ini melakukan penyalagunaan dari orang yang memiliki 
kewenangan dalam bekerja dengan pihak luar untuk melakukan pengelembungan 
anggaran, menyuap, dan menyogok. 
2. Discretinery abuse of power pola ini dapat terjadi ketika seseorang memiliki kewenangan 
istimewa , seperti seorang kepala daerah yang dapat mengeluarkan suatu kebijakan 
istimewa yang nantinya melakukan kerja sama dengan bawahan untuk kepentingan 
tertentu. 
3. Idiological abuse of power pola ini dilakukan oleh pejabat dengan tujuan tertentu  untuk 
kelompok atau dirinya. terdapat dukungan tertentu dari kelompok untuk mendukung 
pejabat demi menduduki suatu jabatan dimana mereka akan mendapatkan imbalan berupa 
kompensasi. Pola ini sering disebut politik licik, dan pola korupsi semacam ini sangat 
berbahaya dan sulit untuk diketehui karena banyak melibatkan elemen di dalam 
organisasi tersebut. 
 
Bentuk Perilaku Korupsi 
 
Menurut Alatas (1987) Terdapat empat bentuk perilaku korupsi yaitu: 
1. Bribery (sogokan) merupakan bentuk korupsi yang memberikan barang kepada orang 
atau kelompok lain untuk membuka jalan sesuai keinginan dirinya sendiri. 
2. Nepotisme merupakan bentuk korupsi pengangkatan orang untuk menduduki suatu 
jabatan dengan melihat latar belakang orang tersebut, bentuk ini biasa terjadi pada 
pengangkatan yang di berikan kepada saudara ataupun teman. 
3. Exortin  (pemerasan) bentuk korupsi ini biasanya melakukan pemerasan berbetuk uang 
kepada seseorang untuk memperlancar keingina individu tersebut. 






Cyberloafing dan Kecenderungan Perilaku Korupsi 
 
Cyberloafing merupakan suatu perilaku non-produktif  yang dilakukan oleh pegawai saat 
bekerja menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi. Penelitian menyatakan 
bahwa cyberloafing merupakan perilaku pegawai yang mengunakan fasilitas akses internet 
dengan jenis komputer, cell Phone, tablet  saat bekerja untuk aktivitas non-deskruktif, 
dimana pegawai menganggap perilaku tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dan 
seperti hiburan, belanja online, internet massaging, memposting nowsgroups dan mengunduh 
lagu serta menonton filem (Blanchard & Henle 2008). Tingginya perilaku cyberloafing di 
lingkungan kerjadapat menimbulkan berbagai masalah. Penelitian menyatakan bahwa ada 
hubungan negatif pemanfaatan teknologi internet dalam penyelesaian tugas dalam pekerjaan, 
penelitian ini juga menyatakan adanya hubungan negatif pengunaan teknologi 
informasiterhadap kesesuaian tugas, dan pengunaan fasilitas kerja (Jin, 2003). 
 
Dengan definisi diatas cyberloafing merupakan suatu tindakan yang merugikan dirinya 
sekaligus tempat kerjanya. Individu yang memiliki perilaku cyberloafing cenderung 
mengunakan peluang dan merasa dirinya tidak diawasi aturan, atasan serta sistem didalam 
lingkungan kerja sehingga individu tersebut mengunakan kesempatan untuk keperluan 
pribadinya. hal ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwasanya perilaku 
cyberloafing merupakan suatu tindakan yang menggambarkan seseorang untuk bertindak 
korupsi. MenurutArifin (dalam Wahyudi, 2010) peluang yang membuka terjadinya perilaku 
korupsi dikarenakan sistem pengawasan pemerintahan yang lemah. 
Dari peluang di dapatkan muncul suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan yang non 
produktif salah satunya kecenderungan perilaku korupsi Korupsi merupakan perilaku 
merugikan dari pejabat publik atau pegawai dalam kewenangan, kedudukan dan jabatan 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melangar hukum sehingga menimbulkan 
kerugian terhadap keuangan negara (Aulia, 2018). Kecendenrungan perilaku korupsi 
merupakan  suatu dorongan hati yang berasal dari dalam diri seseorang yang menunjukan 
perasaan suka atau tidak suka terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, 
serta merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun golongan. 
(Anisah, 2016). Pemicu terjadinya perilaku korupsi salah satunya dipengaruhi oleh faktor 
eksternal yaitu fasilitas kerja yang seperti teknologi internet yang tidak semestinya tanpa 
pengawasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa faktor eskternal 
merupakan faktor yang terkuat untuk seseorang melakukan tindakan perilaku korupsi (Tahar 
& Racman, 2016). Kelemahan sistem pengawasan pemerintahan merupakan pemicu utama  
perilaku korupsi terjadi karena di dalamnya terdapat perilaku cyberloafing  yang tidak 















Hipotesa dalam penelitian ini yaitu ada hubunganantara cyberloafing terhadap kecenderungan 
perilaku korupsi pada aparatur sipil negara, dimana jika cyberloafing pada aparatur sipil 
negara tinggi maka kecenderungan perilaku  korupsi akan tinggi. 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Desain penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini akan diolah 
mengunakan data-data berbentuk angka dengan pendekatan statistik (Azwar, 2007). Dalam 
penelitian ini desain yang digunakan yaitu desain uji korelasional. Uji korealsional adalah 
pendekatan yang secara umum peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara  
variabel (X) dengan variabel (Y) (Azwar 2013). Terkait dengan penelitian ini peneliti ingin 
mengetahui apakah terdapat hubungan cyberloafing terhadap kecenderunganperilaku korupsi 










Tindakan memperkaya, dan menguntungkan diri 
sendiri 
Faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi 
1. Faktor Individu ( Keinginan memperkaya diri, kurangnya moral) 
2. Faktor Organisasi Kepemerintahan (Sistem pengawasan lemah, terdapat peluang, dan 
budaya organisasi tidak sehat) 
3. Faktor Undang-Undang (undang-undang yang disfungsi, undang-undang yang tidak di 
promosikan dan undang-undang yang tidak pernah di revisi) 
  
 Perilaku mengunakan fasilitas internet untuk 
keperluan pribadi 
Perilaku non produktif yang merugikan 




Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 170 dari aparatur sipil negarayang bekerja 
diberbagai instansi dan memiliki fasilitas penunjang pekerjaan fasilitas internet di lingkungan 
kerja. Subjek berusia mulai dari 20-55 tahun dengan usia rata-rata25 tahun dengan standar 
deviasi 6.703.Jumlah responden berjenis kelamin pria berjumlah 76 (44.7%) orang dan 
responden berjenis kelamin wanita berjumlah 94 (55.3%) orang.Teknik dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik 
dalam mencari subjek sesuai dengan kriteria yang sudah di tentukan. Hal ini bertujuan 
dengan adanya subjek yang telah ditentukan menurut kriteria, penelitian diharapkan sesuai 
dengan tujuan penelitian. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variable cyberloafing sebagai variabel bebas (X) 
dan kecenderungan korupsi merupakan variabel terikat (Y). Cyberloafing merupakan perilaku 
pegawai yang mengunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi seperti mengirim email, 
chat personal, belanja online. Instrumen cyberloafing mengunakan skala dari Norantika 
(2016) mengunakan teori dari Blanchard dan Henle (2008) yaitu tipe-tipe cyberloafing  yang 
terdiri dari serious cyberloafing dan minor cyberloafing yang berjumlah 22 itemdengan 
indeks validitas 0,318-0,588 dan indeks reliabilitas 0,835. Skala ini di buat dengan model 
summated ratings mengunakan 4 poin pilihan dari rentang  >10 kali, 3-10,< 3 kali dan Tidak 
pernah. Skala ini hanya mengunakan  satu pernyataan yaitu peryataan pendukung 
(favorable).Dengan perhitungan skor 4 jika menjawab >10 kali, skor 3jika menjawab 3-10 
kali, skor 2 jika menjawab <3 kali dan skor 1 jika menjawab tidak pernah. Setelah dilakukan 
tryoutdidapatkan item valid berjumlah 17 dengan korelasi item total0,306-0,620 dan indeks 
reliabilitas 0,849. 
Sedangkan variabel kecenderungan perilaku korupsi merupakan  suatu dorongan hati yang 
berasal dari dalam diri seseorang yang menunjukan perasaan suka atau tidak suka terhadap 
tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta merugikan orang lain untuk 
mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun golongan. (Anisah, 2016). mengunakan 
skala kecenderungan perilaku korupsi yang di susun Bachrudin (2015) yang telah 
dimodifikasi oleh Anisah (2016) mengunakan teori dari Alatas (1987) yaitu bentuk perilaku 
korupsi terdiri dari bribery (sogokan), nepotisme, exortin (pemerasan), dan fraud 
(pengelapan) dengan jumlah 24 item dengan indeks validitas 0.321-0.550 dan indeks 
reliabilitas 0,724. Skala ini berbentuk likert yang terdiri dari 4 skor yaitu SS (sangat setuju) , 
S (setuju), TS (tidak setuju) STS (sangat tidak setuju). Dengan nilai favorable skor diperoleh 
yaitu SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1 sedangkan nilai unfavorable yaitu SS=1, S=2, TS=3 dan 
STS=1.Setelah dilakukan tyout didapatkan jumlah item valid 21dengan korelasi item total 
0,341-0,706dan indeks reliabilitas item sebesar 0,881 
Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Berdasarkan hasil tryout yang dilakukan pada 46 pegawai aparatur sipil negara, diperoleh 
hasil validiitas dan reliabilitas sebagai berikut: 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
Alat Ukur Item Uji Item Final Korelasi Item Total Koefisien Reliabilitas 
Cyberloafing 22 17 0.306-0.620 0.849 





Prosedur dan Metode Anlisis Data 
Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yang pertama tahapan persiapan, kedua tahapan 
pelaksanaan dan ketiga tahapan analisa data. Tahapan persiapan peneliti melakukan kajian 
permasalahan dan kajian teoritik mengenai cyberloafing dan kecenderungan perilaku korupsi. 
kemudian peneliti mencari alat ukur dari kedua variabel cyberloafing mengunakan skala dari 
Norantika (2016) yang berjumlah 22 item, sedangkan variabel kecenderungan perilaku 
korupsi mengunakan skala dari Bachrudin (2015) yang dimodifikasi oleh Anisah (2016) 
dengan jumlah 24 item.  
Tahap kedua tahap pelaksanaan peneliti melakukan uji kembali validitas dan reabilitas setiap 
item dari cyberloafing dan kecenderungan perilaku korupsi kepada subjek dengan kriteria 
berkerja sebagai aparatur sipil negara, memiliki fasilitas internet di lingkungankerja, dan 
berusia 20-55 tahun, tahap ini peneliti mengunakan google form untuk mengambil data. 
Tahap ketiga tahap pelaksanaan peneliti akan melakukan analisis uji korelasional antara 
cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi dan peneliti akan menganalisis uji 
korelasonal dan statistik deskriptif mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam 
tahapanalisis dan mengelolah data peneliti mengunakan IBM SPSS Statistic 21. 
HASIL PENELITIAN 
Deskriptif Variabel Penelitian 
Hasil penelitianyang dilakukan kepada 170 responden dengan rentang usia 20-55 hasil 
statistik menunjukan nilai rata-rata (Mean)dan nilai (SD) Standart deviasi yang di miliki 
kedua variabel seperti dalam tabel berikut. 
Tabel 2. Deskriptif Variabel Penelitian 









Berdasarkan hasil tabel 3 hasil deskriptif didapatkan hasil bahwa variabel cyberloafing 
memiliki rata-rata nilai 37.82 dengan nilai standar deviasi 7.510 yang berarti responden 
menjawab total item berada di rentang nilai kategori sedang. Sedangkan variable 
kecenderungan perilaku korupsi meiliki nilai rata-rata 35.23 dengan standar deviasi 7.817 
yang berarti responden  menjawab total item berada di rentang nilai kategori rendah. 
Tabel 3. Kategorisasi Variabel 






























Total  170 100% 
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh kategori variabel kecenderungan perilaku korupsi dengan 
cyberloafing. Pada variabel pada variabel cyberloafing sebanyak 52 responden pada kategori 
rendah (30.6%), 109 berada di kategori sedang (64.1%), dan 9 berada di kategori tinggi 
(5.3%). Sedangkan kecenderungan perilaku korupsi sebanyak 128 responden pada kategori 
rendah (75.3%), 42 berada di kategori sedang (24.7%).  
Uji Normalitas dan Hasil Analisa 
Sebelum melakukan uji korelasi terlebih dahulu peneliti melakukan uji kenormalan pada 
variabel Cyberloafing dan kecenderungan perilaku korupsi, dengan pendekatan Kolmogorov-
smirnov.Hasil uji normalitas data menyatakan kedua varabel memiliki nilai residu tidak 
normal. Dilihat dari nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) variabel cyberloafing memiliki 
nilai0.001<0,05 dan variabel perilaku korupsi memiliki 0.045< 0.05  







Significant (p) N Simpulan 
0.043 0.0018 0.581 170 Tidak 
Signifikan 
 
Berdasarkan uji korelasi spearman disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Dilihat dari 
nilai r =0.043 dengan taraf nilai signifikan (p) 0.581 lebih besar dari (p) 0.05.Maka dapat 
dikatakan kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan. Maka hipotesa dari 
penelitian ini ditolak maka seseorang aparatur sipil negara yang memiliki perilaku 
cybrloafing tidak memiliki hubungan dengan kecenderungan perilaku korupsi. 
DISKUSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara cyberloafing 
dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Setelah dilakukan pada 
170 responden dan dilakukan uji korelasi spearman terdapat hasil bahwa nilai p 0.581> dari 
0.05. Maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak, yang menunjukan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara cyberloafing terhadap kecenderungan perilaku korupsi pada 
aparatur sipil negara. Hal ini berkesimpulan bahwa pengunaan internet dilingkungan kerja 
tidak memiliki hubungan dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. 
Penelitian juga menunjukan  bahwa  sebuah instansi jika tidak membatasi pengunaan fasilitas 
internet pada lingkungan kerja maka tidak memiliki hubungan kecenderungan perilaku 
korupsi pada aparatur sipil negara. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perilaku cyberloafing 
rata-rata responden menjawab dalam kategori sedang dengan persentase 64.1% dan perilaku 
korupsi rata-rata responden menjawab dalam kategori rendah dengan persentase 75.3%. 
Maka disimpulkan bahwa penggunaan internet di lingkungan kerja pada aparatur sipil negara 
tidak menimbulkan kecenderungan perilaku korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
menyatakan bahwa  yang ditimbulkan dari cyberloafing adalah melanggar rahasia 
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perusahaan, reputasi perusahaan, menurunnya disiplin kerja, menurunnya produktivitas kerja 
dan meningkatkan biaya operasional internet (Weatherbee, 2010). 
Terdapat beberapa faktor  yang mempengaruhi hasil penelitian ini menyatakan tidak ada 
hubungan cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. 
Dilihat dari sisi cyberloafing terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor individu 
disebabkan adanya dorongan dari dalam diri melibatkan kebiasaan dan kepribadian, faktor 
situasional disebabkan tidak adanya pencegahan berupa aturan khusus dalam penggunaan 
internet, dan faktor organisasi tidak adanya sistem dukungan manajerial terhadap pegawai 
serta tidak adanya konsekuensi reward dan punishment (Ozler & Ploat, 2012). Dari ketiga 
faktorcyberloafingtidak ada faktor satupun yang menggambarkan secara langsung perilaku 
cyberloafing menimbulkan kecenderungan perilaku korupsi. Hal ini disebabkan perilaku 
cyberloafing  tidak secara langsung melanggar aturan, melainkan tidak adanya aturan dan 
pengawasan yang membatasi pengunaan internet dilingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang menyatakan perilaku negatif seperti cyberloafing dapat dihindari oleh 
pegawai jika terdapat lingkungan kerja yang mendukung, (Liberman, Seidman, Mckenna, & 
Buffard 2011). 
Dilain hal perilaku cyberloafing tidak sepenuhnya termasuk dalam perilaku negatif. 
Pengunaan internet untuk keperluan pribadi juga memberikan dampak yang positif kepada 
emosi pegawai. Sehingga pegawai dapat melepaskan stress kerja. Hal ini akan menimbulkan 
konsentrasi pegawai dapat terpulihkan, dan menguragi rasa bosan dalam bekerja. Hal ini 
sejalan dengan penelitian yang menyatakan cyberloafing merupakan salah satu strategi untuk 
penanggulangan rasa kebosanan pegawai di lingkungan kerja. (Azizah & Setyawati 2019). 
Terdapat dua tipe perilaku cyberloafing. Seriuoscyberloafing yang berarti perilaku yang 
ditimbulkan cenderung pada mengakses game online, menonton film, mengakses situs 
dewasa, berinteraksi dengan chat group, promosi iklan personal, dan mendownload musik, 
sedangkan minor cyberloafing perilaku yang ditimbulkan seperti belanja online, dan 
mengirim chat personal (Blanchard & Henle, 2008). Dari kedua tipe perilaku cyberloafing 
dampak negatif  yang ditimbulkan tidak secara langsung menggambarkan seseorang dalam 
melakukan kecenderungan perilaku korupsi. Hal ini dikarenakan perilaku cyberloafing tidak 
tergolong dalam kejahatan murni.  
Dilihat dari perilaku korupsi, dampak negatif yang ditimbulkan atas kerugian yang dialami 
oleh instansi dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek pertama yaitu aspek individu yang 
menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan secara sadar dan diniatkan untuk memperkaya 
diri, aspek organisasi kepemerintahan menjelaskan bahwa perilaku korupsi dapat dilakukan 
jika peluang diberikan oleh organisasi, dimaksud dengan peluang yaitu budaya organisasi 
yang kurang sehat, sistem pengawasan yang kurang, perilaku pemimpin yang kurang baik. 
dan perundang-undangan yang disfungsi (Wahyudi.2010). Dari ketiga aspek diatas tidak ada 




Tinggi rendahnya perilaku cyberloafing sangatbergantung pada individu itu sendiri. 
Keinginan dari dalam diri seseorang meilibatkan kepribadian dan norma yang dianut. 
Keinginan untuk melakukan cyberloafing disebabkan oleh tidak adanya pencegahan atau 
aturan khusus dalam pengunaan fasilitas internet yang disediakan, serta keinginan yang di 
dorong oleh norma sosial yang berlaku dalam lingkungan kerja. Hal ini menggambarkan 
bahwa munculnya cyberloafing  pada lingkungan kerja tidak hanya bergantung pada 
dorongan individu tersebut tetapi individu tersebut sangat mempertimbangkan faktor situasi 
dan budaya organisai yang dianutnya, dikarenakan dalam melakukan cyberloafing individu 
sadar akan perbuatanya yang merupakan suatu di luar tuntutan pekerjaan. 
Cyberloafing sampai saat ini marak terjadi dikarenakan belum adanya sistem yang dapat 
mengawasi pengunaan internet secara efektif dalam lingkungan kerja. Tidak adanya sistem 
yang di terapkan membuat pengunaan internet sering tidak sesuai dengan fungsinya. Serta 
banyak pelaku cyberoafing belum menyadari jikalau perilaku yang dilakukan merupakan 
suatu tindakan yang merugikan pihak instansi. Ketidaksadaran dalam pengunaan internet 
untuk keperluan pribadi terjadi karena belum banyak sosialisasi terkait pembatasan 
pengunaan internet dari pihak instansi. Dan banyak lagi pelaku cyberloafingmenganggap 
perilaku yang dilakukanya merupakan suatu tindakan yang normal dan tidak merugikan pihak 
instansi. 
Hal lain yang mempengaruhi hasil penelitian yang menyatakan tidak adanya hubungan 
cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi yaitu, perilaku cyberloafing  sangat 
bersifat personal. Pelaku pengunaan fasilitas internet di lingkungan kerja lebih mengarah ke 
pemenuhan kepuasan pribadi dan tidak melibatkan orang lain. Sedangkan kecenderungan 
perilaku korupsi, pelaku dalam melakukan tindakanya sangat membutuhkan kerja sama 
dengan rekan, atasan, atau bawahan untuk mempermudah tindak kejahatan tersebut.  
Kecenderungan perilaku korupsi merupakan perilaku yang berasal dari keputusan dalam diri 
seseorang, menunjukan perilaku suka dan tidak suka yang memunculkan suatu tindakan. Hal 
menggambarkan perilaku korupsi tentunya sangat erat dengan individu, dilakukan untuk 
mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sebesar-besarnya, secara sengaja, sadar, dan 
terstruktur. Hal ini menggambarkan bahwa dalam melakukan tindakan korupsi individu 
didorong oleh keinginan dari dalam diri dengan memperimbangkan aspek lain seperti kondisi 
lingkungan organisasi kepemerintahan dan aspek perundang-undangan yang berlaku dan di 
lingkungan tempat bekerja. Hasil penelitian menyatakan bahwa kecenderungan seseorang 
untuk melakukan perilaku korupsi sangat berpengaruh pada keputusan dari dalam diri 
seseorang (Anisah 2016).   
Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Kelebihannya yaitu penelitian ini 
dapat menjadi referensi dalam keilmuan psikologi organisasi dan industri, meskipun bukan 
menjadi penelitian yang pertama di Indonesia. Namun penelitian cyberloafing yang dikaitan 
dengan kecenderungan perilaku korupsi merupakan penelitian yang tergolong baru di 
Indonesia dan telah membuktikan bahwasanya pengunaan fasilitas internet di lingkungan 
kerja untuk keperluan pribadi tidak memiliki hubungan terhadap kecenderungan seseorang 
dalam melakukan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Kekurangannya terletak pada 
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metode dalam penelitian ini hanya mengunakan uji korelasional, sehingga peneliti tidak dapat 
lebih jauh untuk membahas sebab akibat kedua variabel. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Hasil penelitian yang dilakukan pada 170 responden apratur sipil negara. Hasil penelitan 
menyatakan hipotesa dalam penelitian ini ditolakdimana  tidak ada  hubungan antara 
cyberloafing dengan kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Hal ini 
berkesimpulan bahwa jika mengunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi 
dilingkungan kerja maka tidak ada hubungan dengan kecenderungan untuk melakukan 
tindakan perilaku korupsi padaaparatur sipil negara. 
Implikasi yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan internet di lingkungankerja 
instansi tidak perlu untuk dibatasi, karena tidak memberikan pengaruh kecenderungan 
perilaku korupsi pada aparatur sipil negara. Namun sosialisasi terkait pengunaan fasilitas 
internet perlu dilakukan dengan tujuan pegawai dapat dengan cerdas mengunakan fasilitas 
internet sesuai fungsi dan tujuan yang ditentukan. Saran untuk peneliti selanjutnya yang 
meneliti dengan permasalahan yang sama, lebih melihat hubungan dari faktor-faktor 
cyberloafing dan kecenderungan perilaku korupsi, dan peneliti selanjutnya lebih melihat 
variabel lain yang berhubungan dengan kecenderungan perilaku korupsi. 
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Blue Print Skala Cyberloafing 
Indikator Konatif Jumlah 
 F UF  
Minor Syberloafing 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 17, 21 
 17= 13 






Blue Print Skala Kecenderungan Perilaku Korupsi 
Aspek-Aspek Konatif Total 
 F UF  
Bribery 1,2, 17 9, 10, 18 6 
Nepotisme 2, 4, 19 11, 12, 20 6 
Exortin 5, 6, 21, 13 14, 22 6 
Fraud (Penggelapan) 7,8,23 15,16, 24 6 





FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
MALANG  
Jl. Raya Tlogomas 264. Telp: (0341) 454318 
             65514 
Assalamualaikum Wr Wb 
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya Faisal M 
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mengakadakn penelitian untuk memenuhi salah satu 
persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana. 
Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu 
untuk membantu memberikan informasi sebagai data 
penelitian dalam bentuk mengisi skala. 
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya 
digunakan untuk kepentingan penelitian ilmia dan tidak 
digunaka untuk maksud tertentu. Oleh karena itu, 
Bapak/Ibu tidak perlu ragu untuk memberikan informasi 
melalui jawaban atas pertanyaan yang disediakan. Jawablah 
dengan jujur dan sesuai kenyataan yang sebenarnya. 
Sebagai penelitian saya memegang etika penelitian guna 




                      Faisal M M 
Petunjuk Pengisian Skala 
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitandengan 
kehidupan sehari-hari dalam dunia pekerjaan. Terdapat dua 
skala, bagian I terdiri dari 17 item pertanyaan dan bagian II 
terdiri dari 21 item pertanyaan. Saudara diminta memilih 
salah satu pertanyaan yang telah disediakan dengan memberi 
tanda silang (X) pada kolom jawaban yang sesuai dengan 
saudara dengan kondisi saudara saat ini. Terdapat empat 
pilihan jwaban yang tersedia yaitu: 
Bagian I 
>10 Kali                < 3 Kali 
3-10 Kali               Tidak Pernah 
 
Apabilah ingin mengganti jawaan, Saudara dapat memberi 
tanda sama dengan (=) pada jawaban yang ingin Saudara 
ganti. Lalu beri tanda silang (X) pada jawaban yang lebih 
sesuai dengan kondisi Saudara. Tidak ada jawaban benar 
maupun salah. 
Nama/Inisial : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Instansi  :
Bagian II 
SS : Sangat Setuju TS  : Tidak Setuju 





  Skala Cyberloafing    
No Pertanyaan  Pilihan Jawaban 
>10 kali 3-10 kali < 3 kali Tidak pernah 
1.  Membuka situs media sosial (Facebook, Twitteri, 
Instagram, whatsapp, dsb) baik dari komputer maupun 
dari gadget 
    
2.  Memeriksa akun email milik pribadi     
3.  Menerima email  priadi dan membalasnya     
4.  Mengirim email pribadi     
5.  Berbelanja Online untuk kebutuhan pribadi     
6.  Membuka situs berita (kompas, detik waspada, da lain-
lain) 
    
7.  Menonton video di situs Youtube.     
8.  Membuka situs olahraga (sepak bola, basket dan lain-
lain). 
    
9.  Bermain online game.     
10.  Mencari informasi lowongan pekerjaan lain     
11.  Membuka atau membaca blok milik orang lain     
12.  Mengunduh bergai file  yang tidak berkaitan dengan 
pekerjaan. 
    
13.  Membuka situs khusus “Dewasa”     
14.  Membuka situs hiburan seperti situs infotainment     
15.  Saya membajak akun milik orang lain     
16.  Membuka situs travel (misalnya membeli tiket pesawat 
atau hotel secara online ) 
    
17.  Bergabung dalam suatu forum diskusi online di situs 
tertentu (misalnya forum pencinta kucing angggora) 







Skala Kecenderungan Perilaku Korupsi 
 
No  Pertanyaan  SS S TS STS 
1.  Saya tentu tidak akan menolak jika rekan saya yang mencoba merayu saya dengan 
sejumlah uang. 
    
2.  Jika saya sebagai saudara pejabat, saya bersedia jika diminta untuk menjadi salah 
satu pejabat penting tanpa melalui tes. 
    
3.  Saya akan sangat menerima jika saya ditawari untuk menjadi salah satu anggota 
yang menjabat di perusahaan oleh saudara saya. 
    
4.  Ketika melihat rekan saya berperilaku kasar kepada rekan yang lain, saya akan 
meminta sejumlah uang agar tidak saya adukan kepada atasan 
    
5.  Saya akan meminta sejumlah uang ketika mengetahui rekan saya berbuat laporan 
kerja yang tidak sesuai. 
    
6.  Ketika saya menjadi bagian keuangan saya akan memanipulasi laporan keuangan 
dalam mencari keuntungan untuk menambah pemasukan saya. 
    
7.  Seharusnya ketika ada rekan yang menitip untuk membeli sesuatu, uang kembalian 
merupakan milik saya. 
    
8.  Saya akan tidak membantu rekan saya untuk merayu atasan agar mendapatkan gaji 
yang lebih dalam hasil bekerja. 
    
9.  Saya akan menolak jika ada rekan saya yang mencoba memberikan saya “hadiah” 
karena tahu ia akan melakukan kesalahan. 
    
10.  Saya menolak jika kasus pengangkatan sanak saudara dalam menduduki sebuah 
jabatan merupakan hal yang lumrah di Indonesia. 
    
11.  Saya akan menolak secara tegas jika diminta untuk menjadi bagian penting dalam 
pemerintahan oleh saudara saya tampa melalui tes. 
    
12.  Setiap rekan saya yang ingin saya bantu seharusnya memberikan saya imbalan.     
13.  Seharusnya saya mengigatkan rekan saya yang melakukan pemerasan agar tidak     
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melakukan hal itu. 
14.  Saya akan mengembalikan berapapun uang kembalian yang bukan menjadi hal saya     
15.  Seharusnya ketika dipercaya mengelolah bagian keuangan, saya merinci 
pengeluaran sedetail mungkin. 
    
16.  Saya tidak akan berpikir panjang untuk menerima sejumlah uang demi kepentingan 
pribadi saya tampa memikirkan instansi saya. 
    
17.  Saya akan memudahkan administrasi karyawan baru yang masih mempunyai ikatan 
keluarga dengan saya. 
    
18.  Saya akan tetap menjalankan prosedur yang ada di perusahaan ketika ada 
penerimaan karyawan baru meskipun dia kerabat saya. 
    
19.  Saya tidak takut untuk meminta sejumlah uang kepada karyawan baru yang 
mengatasnamakan perusahaan namun sebenarnya untuk kepentingan pribadi saya 
    
20.  Saya sesekali akan membawa fasilitas kantor tampa seizin atasan saya.     














Tabulasi Data Tryout 


















































L 19 Wanita 3 2 2 2 3 3 4 1 1 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M K 30 Pria 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 
Dalr 21 Wanita 4 2 2 2 3 2 4 3 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
MT 20 Wanita 4 3 1 2 3 2 3 1 1 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
A 25 Pria 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 
Irfan Ilyas 33 Pria 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Nadira  24 Wanita 4 2 2 2 4 2 3 1 2 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wahyuni 26 Wanita 2 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 
Audi 21 Wanita 4 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 
Ira 23 Pria 2 2 1 1 2 3 3 2 2 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
KK 20 Wanita 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 1 3 1 4 1 3 
C 20 Wanita 4 3 1 1 2 3 4 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
Akbar 21 Pria 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 
SE 29 Pria 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 3 
GP 31 Wanita 4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 2 
Herlina  26 Wanita 4 3 4 2 1 3 4 2 3 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 
Anna 22 Wanita 3 2 3 2 2 3 3 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
OK 35 Pria 4 2 2 2 1 3 3 4 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 
Arum 22 Wanita 4 2 2 2 4 3 4 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 
Rohana 32 Wanita 3 3 1 1 3 3 3 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
M A 23 Pria 4 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 1 1 2 3 2 2 
A D 24 Pria 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 1 3 3 1 1 2 1 2 
Ani 21 Wanita 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
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Asr 20 Wanita 3 2 3 2 2 3 4 1 3 4 3 2 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 
FA 25 Pria 4 1 4 1 1 3 4 4 2 4 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 
Afifah 20 Wanita 4 2 3 2 4 2 4 1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 
sart 21 Wanita 4 2 2 2 3 3 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Khadijah 21 Wanita 4 3 1 3 2 2 4 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Mario 21 Pria 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 1 1 2 3 1 2 
Auliasari 21 Wanita 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 1 1 1 3 1 2 
Syahril 21 Pria 3 2 1 1 2 4 4 3 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 
Farkhan 21 Pria 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 1 1 1 4 1 1 
Vani 21 Wanita 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 1 1 3 1 4 
Uthy 26 Wanita 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 3 3 2 4 1 1 3 2 1 1 
Ita 23 Wanita 4 1 2 2 2 3 3 1 4 3 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
Putri 21 Wanita 3 2 2 2 3 2 3 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
MM 25 Pria 4 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 
Ninda 21 Wanita 4 2 2 2 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
Ali  29 Pria 4 3 1 1 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 
HA 27 Pria 3 3 2 2 1 2 4 2 1 4 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
Jihan 21 Wanita 3 2 2 2 2 2 4 1 3 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
SS 37 Pria 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 3 1 1 3 
Sri 25 Wanita 4 3 2 2 2 2 3 1 2 4 1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 
T 24 Pria 4 2 2 3 3 3 4 3 1 4 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 
End 21 Wanita 4 3 2 2 1 3 2 1 1 4 4 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 



























































L 19 Wanita 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 
M K 30 Pria 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dalr 21 Wanita 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
MT 20 Wanita 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
A 25 Pria 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 3 2 
Irfan 
Ilyas 
33 Pria 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
Nadira  24 Wanita 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 
Wahyu
ni 
26 Wanita 1 3 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 
Audi 21 Wanita 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 
Ira 23 Pria 1 2 1 2 1 1 1 1 4 4 3 4 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 
KK 20 Wanita 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 
C 20 Wanita 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
Akbar 21 Pria 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 
SE 29 Pria 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 
GP 31 Wanita 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 
Herlina  26 Wanita 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 
Anna 22 Wanita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
OK 35 Pria 3 3 1 3 1 1 1 1 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 
Arum 22 Wanita 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 
Rohana 32 Wanita 1 1 2 3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
M A 23 Pria 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 
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A D 24 Pria 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 
Ani 21 Wanita 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
Asr 20 Wanita 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 
FA 25 Pria 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1 2 3 
Afifah 20 Wanita 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
sart 21 Wanita 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 
Khadij
ah 
21 Wanita 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Mario 21 Pria 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 
Auliasa
ri 
21 Wanita 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Syahril 21 Pria 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Farkha
n 
21 Pria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 
Vani 21 Wanita 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
Uthy 26 Wanita 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 
Ita 23 Wanita 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
Putri 21 Wanita 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 4 
MM 25 Pria 1 3 2 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 
Ninda 21 Wanita 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 
Ali  29 Pria 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
HA 27 Pria 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 
Jihan 21 Wanita 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 
SS 37 Pria 1 2 1 3 1 1 1 2 3 4 2 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 
Sri 25 Wanita 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
T 24 Pria 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 1 2 2 
End 21 Wanita 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 3 2 1 2 4 1 1 
AM 23 Wanita 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 4 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Cyberloafing (X) 




















Alpha if Item 
Deleted 
X1 42.89 66.366 .319 .842 
X2 44.09 65.814 .340 .842 
X3 44.28 63.674 .399 .840 
X4 44.39 62.110 .608 .832 
X5 44.02 63.577 .335 .843 
X6 43.83 65.791 .321 .842 
X7 43.07 64.062 .415 .839 
X8 44.46 57.365 .641 .827 
X9 44.26 58.019 .576 .831 
X10 42.80 67.228 .202 .846 
X11 44.91 66.037 .240 .846 
X12 44.98 62.066 .486 .836 
X13 44.52 61.322 .527 .834 
X14 44.11 60.588 .501 .835 
X15 45.20 63.716 .539 .835 
X16 44.39 60.821 .523 .834 
X17 45.41 67.092 .280 .844 
X18 45.50 67.989 .320 .844 
X19 45.33 67.780 .169 .847 
X20 44.39 62.732 .431 .838 
X21 45.52 69.100 .208 .846 






























Alpha if Item 
Deleted 
X1 34.15 56.176 .316 .847 
X2 35.35 55.654 .339 .846 
X3 35.54 53.276 .432 .842 
X4 35.65 52.143 .618 .834 
X5 35.28 53.541 .336 .848 
X6 35.09 55.726 .309 .847 
X7 34.33 54.180 .401 .844 
X8 35.72 48.163 .620 .832 
X9 35.52 48.077 .602 .833 
X12 36.24 52.630 .449 .842 
X13 35.78 51.329 .541 .837 
X14 35.37 50.594 .517 .838 
X15 36.46 53.809 .529 .839 
X16 35.65 51.210 .510 .838 
X18 36.76 57.475 .363 .848 
X20 35.65 52.587 .447 .842 


































Alpha if Item 
Deleted 
Y1 38.67 67.514 .427 .859 
Y2 37.78 68.174 .289 .864 
Y3 38.72 66.785 .472 .858 
Y4 37.91 66.348 .424 .859 
Y5 38.87 67.227 .634 .856 
Y6 38.87 67.627 .580 .857 
Y7 39.00 68.800 .524 .859 
Y8 38.91 68.348 .509 .859 
Y9 37.98 63.488 .428 .861 
Y10 38.17 64.236 .459 .859 
Y11 38.30 62.439 .608 .852 
Y12 38.09 60.214 .627 .852 
Y13 38.65 67.121 .542 .857 
Y14 38.67 67.291 .398 .860 
Y15 38.98 67.800 .573 .857 
Y16 38.98 68.466 .550 .859 
Y17 38.61 65.843 .408 .860 
Y18 37.04 75.465 -.288 .881 
Y19 38.37 65.483 .602 .854 
Y20 38.70 65.728 .542 .856 
Y21 38.83 67.969 .466 .859 
Y22 38.80 68.383 .273 .864 
Y23 38.65 65.121 .673 .853 



























Alpha if Item 
Deleted 
Y1 31.78 62.174 .420 .877 
Y3 31.83 61.658 .447 .877 
Y4 31.02 61.088 .415 .878 
Y5 31.98 61.844 .634 .874 
Y6 31.98 62.200 .583 .875 
Y7 32.11 63.299 .533 .877 
Y8 32.02 62.866 .516 .876 
Y9 31.09 57.948 .446 .880 
Y10 31.28 58.918 .461 .878 
Y11 31.41 56.959 .629 .870 
Y12 31.20 55.405 .607 .872 
Y13 31.76 61.875 .525 .875 
Y14 31.78 61.952 .392 .878 
Y15 32.09 62.392 .573 .875 
Y16 32.09 63.014 .553 .876 
Y17 31.72 60.741 .389 .879 
Y19 31.48 60.300 .588 .873 
Y20 31.80 60.250 .557 .873 
Y21 31.93 62.507 .471 .876 
Y23 31.76 59.519 .706 .870 


















Tabulasi Data Penelitian 














































M A Pria SMP N 7 Tidore 23 4 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 1 4 1 3 2 47 
A D Pria SMA N 10 Tikep 24 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 42 
Ani Wanita Kementerian Hukum dan HAM 21 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 30 
Asr Wanita BPS 20 3 2 3 2 2 3 4 1 3 2 3 2 1 3 1 3 1 39 
Fandi Abdul Haji Pria Satpol PP Tidore Kepulauan 25 4 1 4 1 1 3 4 4 2 1 1 4 2 1 1 1 1 36 
Afifah Wanita BPS 20 4 2 3 2 4 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 37 
sart Wanita BPS 21 4 2 2 2 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 32 
Khadijah Syukriah Wanita Badan Pusat Statistik 21 4 3 1 3 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 31 
Mario leonardo 
hosea 
Pria Badan pusat statistik 21 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 1 3 2 51 
Auliasari Wanita 
Pemerintah Provinsi Maluku 
Utara 
21 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 1 2 1 3 2 51 
Syahril Pria 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 
21 3 2 1 1 2 4 4 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 35 
Farkhan  Pria PLN 21 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 1 4 1 48 
Vani Wanita UPT Puskesmas Soasio 21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 62 
Uthy Wanita UPT Puskesmas Soasio 26 4 3 2 2 4 3 4 4 4 1 3 3 2 4 1 2 1 47 
Ita Wanita Atro citra bangsa yogyakarta 23 4 1 2 2 2 3 3 1 4 2 3 2 1 3 1 1 1 36 
Alriani Kaputing  Wanita Badan Pusat Statistik 21 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 29 
Mohammed abie 
abdillah 
Pria Badan Pusat Statistik 25 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 44 
Ninda Wanita BPS 21 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 31 
Ali Chandra Pria RSUD Weda 29 4 3 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 36 
HA Pria Badan pusat statistik 27 3 3 2 2 1 2 4 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 34 
Jihan  Wanita Badan pusat statistik 21 3 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 32 
SAMSUDIN 
NOHO 




Smp Negeri 17 halmahera 
tengah 
25 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 1 2 1 2 2 37 
Tanthawi M. Zen, Pria Bagian organisasi setda 24 4 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 3 2 1 1 3 1 40 
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ST halmahera tengah 
End Wanita Kemenkumham 21 4 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 33 
Ambar Wanita Badan pusat statistik 23 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 39 
LB Wanita 
Universitas Jenderal Achmad 
Yani Yogyakarta 
23 3 2 2 2 3 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 34 
M Kisal mansur 
soemingkar  
Pria 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Halmahera Tengah 
30 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 2 1 1 2 47 
Dalr Wanita BPS 21 4 2 2 2 3 2 4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 35 
MT Wanita BPS 20 4 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 31 
A Pria Pemerintah daerah 25 4 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 1 43 
Irfan Ilyas Pria 
Dinas Pekerjaaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten 
Halmahera Selatan 
33 4 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 30 
Nadira zarkasih Wanita 
Dinas perumahan dan kawasan 
permukiman  
24 4 2 2 2 4 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 33 
Wahyuni Wanita 
SMP Negeri 22 Halmahera 
Tengah 
26 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 30 
Grace Auditia Wanita BPS 21 4 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 36 
Jeki Purna Irawan Pria LPKA Kelas II Ternate 23 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 27 
Kiki Wanita Badan Pusat Statistik 20 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 3 4 3 58 
Checha Wanita BPS 20 4 3 1 1 2 3 4 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 34 
Akbar Pria Badan Pusat Statistik 21 4 3 3 3 2 2 4 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 39 
Jufri Yakub SE Pria 
Bappelitbangda Kab. 
Halmahera Tengah 
29 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 3 42 
GP Wanita Dinas pertanian 31 4 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 35 
Herlina marjuni Wanita 
SMP NEGERI 14 
HALMAHERA TENGAH 
26 4 3 4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 1 3 1 2 2 39 
Anna Wanita Badan Pusat Statistik 22 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 33 
oke Pria BPKAD  35 4 2 2 2 1 3 3 4 3 1 2 3 2 2 1 2 1 38 
Arum Wanita BPS 22 4 2 2 2 4 3 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 35 
Rohana Wanita Sdn inpres pali 32 3 3 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 
Santi Wanita SML Satap Weda Utara 22 4 2 1 2 4 3 4 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 34 
Syamsudin Sahar Pria MAS NURUL JIHAD  41 4 2 2 4 4 3 4 4 1 3 2 1 4 3 1 1 1 44 
Lidya Wanita Dinas Pertanian prov MALUT 44 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 1 2 1 4 1 45 
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Dadam Pria Dinas Pertanian prov MALUT 40 4 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 32 
Saona Kalfangare Wanita TK.Kemala Bhayangkari Tidore 48 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 2 38 
Djohria Masuku, 
S. PdI, M.Pd 
Wanita 
MAS Ulul Al-Baab Kota 
Ternate 




Smp Negeri 17 Halmahera 
Tengah 
25 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 37 
Hafid Pria 
Sekretariat DPRD Kota Tidore 
Kepulauan 
36 4 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26 
R Wanita Universitas Khairun 24 4 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 30 
Samaun Pria Universitas Khairun 28 4 2 3 3 2 3 4 2 1 3 3 2 2 2 1 3 2 42 
KURNIAWAN Pria POLRI 31 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 28 
IA Pria POLRI 31 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 28 
Sakina Usman Wanita Inspektorat Tikep 42 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 31 
Fatma Wanita SMKN 1 Halmahera Barat 44 4 2 2 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 
Didit Wahyudi Pria 
Dinas Pertanian Kab.Halmahera 
Barat 
38 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3 42 
Wa Pria Dinas pertanian Haahera barat 38 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 2 1 3 3 43 
Rahma Wanita Smp negeri 16 hakteng 25 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 3 4 1 2 1 3 4 46 
Nadira zarkasih Wanita 
Dinas perumahan dan kawasan 
permukiman 
24 3 2 2 2 4 3 4 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 37 
La Ode Alman S. 
Pd 
Pria Guru IPA Ahli Pertama 25 4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 2 4 1 1 1 39 
Mida Wanita SMP Negeri Satu Atap Gemaf 24 4 2 3 3 3 4 4 2 1 2 4 4 1 3 1 1 1 43 
Hardi R Jaman Pria 
Dinas pendidikan kabupaten 
Halmahera Selatan 
28 4 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 35 
Siti Maimunah Wanita SMPN Satu Atap Weda Utara 30 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 4 1 3 1 2 1 37 
Afifa Neneng 
Sarofa 
Wanita SMPN 13 HALTENG 23 4 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 4 1 3 1 2 2 38 
Irma Wanita Smp negeri 2 satap wasile 27 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 33 
WAHYU Pria 
Dinas Pendidika dan 
Kebudayaan 




Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka 
28 4 2 2 2 1 4 4 4 1 2 3 4 2 2 1 1 1 40 




Firda sari Wanita Dinas Kesehatan Tikep 29 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 31 
HK Wanita Puskesmas Kukupang 26 4 3 3 3 3 4 4 3 1 1 3 3 1 1 1 4 3 45 
Sukardi Baguna Pria Pemuda Tikep 20 4 2 1 2 2 4 4 4 1 3 3 3 3 3 1 4 4 48 
Lina Wanita SMP 1 TIDORE UTARA 26 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 1 3 2 52 
Januwarti rizki Wanita Rsud weda 23 4 2 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 31 
Egy Pria Smpn 14 halmahera tengah 27 3 2 2 1 1 4 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 37 
Irfan Jumati Pria SMP N.6 HALTENG 30 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
Faruk Abas Pria SMPN 23 Halmahera Tengah 29 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 36 
AJ Pria Kantor Pemda Sumenep 51 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 
Saiful Halid Hasan Pria BKPSDM Halteng 30 4 3 3 3 1 4 4 4 1 2 2 2 2 2 1 1 3 42 
Wilda Wanita BKPSDM Halteng 23 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 
Moch arif Pria Dinas Perhubungan 37 3 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25 
ZAHWA AULIA 
YASMINE 
Pria DINAS PERHUBUNGAN 25 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 1 2 2 39 
Sulistianiek/S Wanita 
Dinas Perhubungan Kota 
Pasuruan 
48 4 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 29 
Asr Wanita Badan Pusat Statistik 20 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 37 
Quin Isnaini 
Rahmatika 
Wanita Badan Pusat Statistik 24 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 2 4 1 2 1 2 1 43 
Lilik agustiyowati Wanita 
Bakesbang politik kota 
pasuruan 
54 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 29 
Jen Wanita Badan Pusat Statistik 21 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 
Anggraini wawan Wanita 
STIE PGRI Dewantara 
Jombang  
23 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 35 
K Wanita Badan Pusat Statistik 20 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 3 59 
Nish haq Wanita Poltekkes kemenkes surabaya 22 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 32 
Pitaa Wanita Dinas Pertanian prov MALUT 21 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 40 
Aris Pria Badan Pusat Statistik 21 3 2 2 3 3 2 4 3 4 1 2 2 1 1 1 2 1 37 
Alengka Pria RSUD weda 25 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 1 4 2 2 1 1 1 36 
fandi Pria SatpolPP  25 4 4 4 4 1 2 4 4 2 3 3 3 2 3 1 1 3 48 
Diman Pria 
Universitas Bumi Hijrah 
maluku utara 
27 3 3 3 2 2 3 4 4 1 3 3 4 3 2 1 2 3 46 
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AN Wanita Kementrian perhubungan 23 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 1 1 1 3 1 44 
Mujahid J 
Malagapi 
Pria Beacukai Malang Malang 23 4 2 3 1 1 2 4 4 2 2 3 4 1 1 1 1 1 37 
Mar Wanita Kemenag Halteng 34 4 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 35 
Roxl Pria Kemenag Halteng 20 3 2 3 3 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 39 
RMA Pria Kantor Kelurahan 29 3 2 2 1 1 3 2 4 1 3 2 3 1 2 1 1 2 34 
lulu Wanita setda jabar 22 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 34 
Musnawati israil Wanita SMP N 11 HALTENG 30 3 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 
Asmiaty Alim Wanita RSUD Weda 25 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 1 36 
Kamaluddin Pria SMPN 17 HALTENG 31 2 2 4 4 4 2 4 2 1 2 2 4 4 3 1 3 2 46 
Ni Pria Pemkot Tikep 29 4 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 1 34 
A R Pria Beacukai MalangMalang 24 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 45 
Roby aryan aswadi Pria 
Institut pemerintahan dalam 
negeri 
21 4 3 3 3 2 4 4 3 4 1 3 2 1 3 1 4 1 46 
R  Pria Bea Cukai Malang 24 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 2 2 43 
Ndummah Wanita 
Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 1 2 1 3 2 44 
Indri Wanita Beacukai Malang 21 4 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 4 1 3 1 3 1 41 
Alifah Rahmawatu Wanita MTsN 4 Jombang 28 4 4 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 1 2 1 4 2 49 
Dew Wanita MTsN 4 Jombang 20 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 34 
Ozu Wanita Uin 22 4 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 4 2 4 1 3 1 50 
Anggie Wanita 
Pemda kabupaten Konawe 
prov. Sultra  
39 4 3 2 2 2 4 3 1 4 1 4 3 1 1 1 3 3 42 
Anto Pria 
Pemda kabupaten Konawe 
prov. Sultra  
23 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 28 
R Wanita 
Pemda kabupaten Konawe 
prov. Sultra  
20 4 4 2 4 2 4 4 1 1 3 3 4 2 4 2 3 1 48 
Halik Pria Dosen 30 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 61 
Aisa Wanita Universitas khairun 21 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 34 
Tsabita gladys Wanita Beacukai Malang 23 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 
Y Wanita Bea Cukai Malang 38 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 32 
Dika Pria Bea Cukai Malang 29 4 3 2 2 2 3 3 3 1 1 3 2 1 2 1 2 2 37 
Jati Pria KPPBC TKC Malang 26 4 4 4 4 2 3 4 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 41 
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Bima  Pria Bea Cukai Malang 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 1 4 58 
Tria Wanita Bea cukai malang 21 4 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 32 
NC Pria Beacukai Malang 24 4 2 1 1 3 2 4 4 2 2 1 1 2 1 1 3 2 36 
KWNS Pria Beacukai Malang 21 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 40 
Alita ehza Wanita Beacukai Malang 23 4 2 1 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 31 
DP Wanita Beacukai Malang 21 4 2 3 3 2 3 4 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1 38 
VFNA Pria Beacukai Malang  24 4 3 2 2 2 3 4 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 39 
IS Pria Beacukai Malang 24 4 3 2 3 2 4 4 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 41 
Mahda Wanita Beacukai Malang 22 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 1 3 1 2 2 48 
ESPP Pria KPPBC TMC Malang 29 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 34 
Dono Pria Beacukai Malang 35 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 29 
KUR Pria Beacukai Malang 24 4 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 3 1 1 1 2 3 37 
Haryo Pria KPPBC TMC Malang 25 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 35 
RA Wanita Beacukai Malang 21 3 4 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 33 
Kiky Pria Beacukai Malang 27 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 32 
Ajeng Wanita Beacukai Malang 22 4 3 3 1 1 3 4 1 4 3 4 3 1 3 4 3 1 46 
NKA Pria Beacukai Malang 25 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 2 1 2 4 1 3 3 49 
Erika Wanita Beacukai Malang 20 4 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 33 
Erlin Wanita Beacukai Malang 20 4 3 1 2 2 4 4 3 1 2 4 4 1 4 1 2 1 43 
Azka Wanita Bea Cukai Malang 22 4 3 3 3 2 3 4 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 37 
Ella  Wanita Bea Cukai 20 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 2 1 4 4 54 
AR Pria KPPBC TMC Malang 21 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 34 
H Pria Beacukai Malang 23 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 37 
Amalia Wanita Bea cukai Malang 21 3 2 2 3 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 1 3 1 41 
S Wanita Beacukai Malang malang 20 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 39 
W Wanita Bea cukai Malang 20 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 38 
Ateng Pria Beacukai Malang 23 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 48 
R Pria Beacukai Malang 25 4 3 2 2 3 3 4 2 4 1 2 2 2 2 1 3 2 42 
Sania Wanita Bea cukai Malang 21 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 43 
Fia Wanita Bea Cukai Malang  21 4 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 33 
G Pria Beacukai Malang 22 4 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 32 
S Pria Bea Cukai Malang 33 4 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 31 
M Pria Bea Cukai Malang 21 4 3 2 2 4 4 4 2 1 1 4 3 1 1 1 4 3 44 
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Putu Wanita Bea Cukai Malang 20 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
Sandra Wanita Bea cukai Malang 20 4 2 2 2 1 3 4 1 2 3 3 3 2 2 1 2 1 38 
Farah Wanita Bea cukai malang 23 4 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 32 
Sofi Wanita Bea cukai Malang 23 4 2 2 2 4 3 4 4 2 2 3 4 1 2 2 3 1 45 
Vava Wanita Bea Cukai Malang 20 4 2 3 3 2 2 4 1 3 1 3 4 1 4 2 3 4 46 
N Wanita bea cukai malang 20 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 33 
M N Pria Bea Cukai Malang 21 4 3 2 2 3 4 4 4 1 4 3 1 1 1 1 4 3 45 
H F Wanita Bea Cukai Malang 24 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 31 
S T Wanita Bea Cukai Malang 24 4 2 2 2 1 3 4 1 2 3 3 3 2 2 1 2 1 38 
E R Pria KPPBC TMC Malang 28 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 34 



















































M A Pria SMP N 7 Tidore 23 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 43 





2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 43 




Satpol PP Tidore 
Kepulauan 
25 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 4 2 3 2 2 3 46 
Afifah Wanita BPS 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
sart Wanita BPS 21 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 31 
Khadijah 
Syukriah 
Wanita Badan Pusat Statistik 21 




Pria Badan pusat statistik 21 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
Syahril Pria 
Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 
21 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
Farkhan  Pria PLN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 
Vani Wanita UPT Puskesmas Soasio 21 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 48 
Uthy Wanita UPT Puskesmas Soasio 26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25 
Ita Wanita 
Atro citra bangsa 
yogyakarta 
23 
2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 50 
Alriani 
Kaputing  
Wanita Badan Pusat Statistik 21 
1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 33 
Mohammed 
abie abdillah 
Pria Badan Pusat Statistik 25 
1 2 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 39 
Ninda Wanita BPS 21 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 45 
Ali Chandra Pria RSUD Weda 29 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 
 44 
 
HA Pria Badan pusat statistik 27 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 32 
Jihan  Wanita Badan pusat statistik 21 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 28 
SAMSUDIN 
NOHO 
Pria Program KOTAKU 37 




Smp Negeri 17 
halmahera tengah 
25 




Bagian organisasi setda 
halmahera tengah 
24 
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 35 
End Wanita Kemenkumham 21 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 38 















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
Dalr Wanita BPS 21 1 1 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
MT Wanita BPS 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
A Pria Pemerintah daerah 25 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 38 
Irfan Ilyas Pria 
Dinas Pekerjaaan 








Dinas perumahan dan 
kawasan permukiman  
24 
1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 34 
Wahyuni Wanita 
SMP Negeri 22 
Halmahera Tengah 
26 
1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 30 
Grace 
Auditia 
Wanita BPS 21 
1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 35 
Jeki Purna 
Irawan 
Pria LPKA Kelas II Ternate 23 
1 1 2 1 1 1 1 4 4 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 35 
Kiki Wanita Badan Pusat Statistik 20 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 38 
 45 
 
Checha Wanita BPS 20 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 







1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 33 








2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 44 
Anna Wanita Badan Pusat Statistik 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
oke Pria BPKAD  35 3 1 3 1 1 1 1 4 3 4 4 2 3 2 2 2 1 3 1 3 3 48 
Arum Wanita BPS 22 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 32 
Rohana Wanita Sdn inpres pali 32 1 2 3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 38 
Santi Wanita SML Satap Weda Utara 22 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 1 4 49 
Syamsudin 
Sahar 
Pria MAS NURUL JIHAD  41 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
Lidya Wanita 
Dinas Pertanian prov 
MALUT 
44 
4 2 3 1 2 1 1 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 40 
Dadam Pria 
Dinas Pertanian prov 
MALUT 
40 












MAS Ulul Al-Baab 
Kota Ternate 
45 




Smp Negeri 17 
Halmahera Tengah 
25 
1 1 3 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 33 
Hafid Pria 
Sekretariat DPRD Kota 
Tidore Kepulauan 
36 
4 2 2 1 1 1 2 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 
R Wanita Universitas Khairun 24 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 49 
Samaun Pria Universitas Khairun 28 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 2 4 2 2 2 2 1 2 2 39 
IA Pria POLRI 31 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 38 






Wanita Inspektorat Tikep 42 
2 2 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 44 
Fatma Wanita 
SMKN 1 Halmahera 
Barat 
44 







2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 36 
WA Pria 
Dinas pertanian Haahera 
barat 
38 
2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 42 




Dinas perumahan dan 
kawasan permukiman 
24 
1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 28 
La Ode 
Alman S. Pd 
Pria Guru IPA Ahli Pertama 25 
2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 37 
Mida Wanita 
SMP Negeri Satu Atap 
Gemaf 
24 












SMPN Satu Atap Weda 
Utara 
30 
1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 31 
Afifa Neneng 
Sarofa 
Wanita SMPN 13 HALTENG 23 
2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 42 
Irma Wanita 
Smp negeri 2 satap 
wasile 
27 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 40 
WAHYU Pria 
Dinas Pendidika dan 
Kebudayaan 
30 







2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 31 
Indro  Pria 
SMP Negeri 46 
Halmahera Selatan  
29 
2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
Firda sari Wanita Dinas Kesehatan Tikep 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
 47 
 
HK Wanita Puskesmas Kukupang 26 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 34 
Sukardi 
Baguna 
Pria Pemuda Tikep 20 
3 2 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 4 2 2 3 2 3 41 
Lina Wanita 
SMP 1 TIDORE 
UTARA 
26 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 38 
Januwarti 
rizki 
Wanita Rsud weda 23 
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 
Egy Pria 
Smpn 14 halmahera 
tengah 
27 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 3 3 1 2 37 
Irfan Jumati Pria SMP N.6 HALTENG 30 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 4 31 
Faruk Abas Pria 
SMPN 23 Halmahera 
Tengah 
29 
2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 43 
AJ Pria Kantor Pemda Sumenep 51 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 
Saiful Halid 
Hasan 
Pria BKPSDM Halteng 30 
2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 35 
Wilda Wanita BKPSDM Halteng 23 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 31 















2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 
Asr Wanita Badan Pusat Statistik 20 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 46 
Quin Isnaini 
Rahmatika 
Wanita Badan Pusat Statistik 24 




Bakesbang politik kota 
pasuruan 
54 
2 1 3 1 1 1 2 4 3 3 2 2 1 1 2 4 3 2 4 3 2 47 




STIE PGRI Dewantara 
Jombang  
23 
3 2 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 43 
K Wanita Badan Pusat Statistik 20 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 34 





Dinas Pertanian prov 
MALUT 
21 
2 2 3 1 1 2 1 4 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 43 
Aris Pria Badan Pusat Statistik 21 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 26 
Alengka Pria RSUD weda 25 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 46 




Universitas Bumi Hijrah 
maluku utara 
27 












1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 3 2 3 4 4 1 2 1 2 1 4 49 
Mar Wanita Kemenag Halteng 34 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 39 
Roxl Pria Kemenag Halteng 20 2 2 3 1 1 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 38 
RMA Pria Kantor Kelurahan 29 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 36 
lulu Wanita setda jabar 22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
Musnawati 
israil 
Wanita SMP N 11 HALTENG 30 
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 36 
Asmiaty 
Alim 
Wanita RSUD Weda 25 
3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 43 
Kamaluddin Pria SMPN 17 HALTENG 31 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 36 
Ni Pria Pemkot Tikep 29 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 











1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
R  Pria Bea Cukai Malang 24 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 32 
Ndummah Wanita 
Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur 
23 
1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 33 
Indri Wanita Beacukai Malang 21 1 2 3 1 1 1 1 4 4 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4 40 
Alifah 
Rahmawatu 
Wanita MTsN 4 Jombang 28 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 
 49 
 
Dew Wanita MTsN 4 Jombang 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
Ozu Wanita Uin 22 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 42 
Anggie Wanita 
Pemda kabupaten 
Konawe prov. Sultra  
39 
1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
Anto Pria 
Pemda kabupaten 
Konawe prov. Sultra  
23 
1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
R Wanita 
Pemda kabupaten 
Konawe prov. Sultra  
20 
1 2 3 1 1 3 4 1 4 1 3 4 1 2 1 3 2 1 1 3 3 45 
Halik Pria Dosen 30 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
Aisa Wanita Universitas khairun 21 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 35 
Tsabita 
gladys 
Wanita Beacukai Malang 23 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
Y Wanita Bea Cukai Malang 38  2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 34 
Dika Pria Bea Cukai Malang 29 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
Jati Pria KPPBC TKC Malang 26 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 45 
Bima  Pria Bea Cukai Malang 23 3 4 4 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 43 
Tria Wanita Bea cukai malang 21 1 3 3 3 1 1 1 2 4 2 2 1 4 1 4 1 3 2 1 1 4 45 
NC Pria Beacukai Malang 24 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 33 
KWNS Pria Beacukai Malang 21 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 33 
Alita ehza Wanita Beacukai Malang 23 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 32 
DP Wanita Beacukai Malang 21 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 31 
VFNA Pria Beacukai Malang  24 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 30 
IS Pria Beacukai Malang 24 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 37 
Mahda Wanita Beacukai Malang 22 1 2 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 
ESPP Pria KPPBC TMC Malang 29 2 2 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 35 
Dono Pria Beacukai Malang 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
KUR Pria Beacukai Malang 24 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 29 
Haryo Pria KPPBC TMC Malang 25 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 26 
RA Wanita Beacukai Malang 21 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 33 
Kiky Pria Beacukai Malang 27 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
Ajeng Wanita Beacukai Malang 22 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 41 





Erika Wanita Beacukai Malang 20 2 2 4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 38 
Erlin Wanita Beacukai Malang 20 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 31 
Azka Wanita Bea Cukai Malang 22 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
Ella  Wanita Bea Cukai 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
AR Pria KPPBC TMC Malang 21 1 2 3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 35 
H Pria Beacukai Malang 23 2 1 3 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2 38 





3 2 4 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 4 1 2 2 2 43 
W Wanita Bea cukai Malang 20 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 39 
Ateng Pria Beacukai Malang 23 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 34 
R Pria Beacukai Malang 25 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 3 49 
Sania Wanita Bea cukai Malang 21 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 43 
Fia Wanita Bea Cukai Malang  21 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 31 
G Pria Beacukai Malang 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
S Pria Bea Cukai Malang 33 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 54 
M Pria Bea Cukai Malang 21 3 1 4 1 1 1 1 3 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 37 
Putu Wanita Bea Cukai Malang 20 2 3 3 1 1 1 1 4 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 36 
Sandra Wanita Bea cukai Malang 20 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 30 
Farah Wanita Bea cukai malang 23 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 32 
Sofi Wanita Bea cukai Malang 23 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
Vava Wanita Bea Cukai Malang 20 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 26 
N Wanita bea cukai malang 20 1 2 3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 35 
M N Pria Bea Cukai Malang 21 4 1 4 1 1 1 1 4 4 2 3 1 4 1 1 4 1 3 4 2 2 49 
H F Wanita Bea Cukai Malang 24 2 3 3 1 1 1 1 4 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
S T Wanita Bea Cukai Malang 24 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 2 4 3 1 1 4 1 3 4 2 4 46 
E R Pria KPPBC TMC Malang 28 2 2 3 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 1 1 4 2 3 2 3 1 46 

















Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
cyberlaofin
g 
170 100.0% 0 0.0% 170 100.0% 
pkorupsi 170 100.0% 0 0.0% 170 100.0% 
 
Descriptives 




Mean 37.82 .576 








5% Trimmed Mean 37.47  
Median 37.00  
Variance 56.407  
Std. Deviation 7.510  
Minimum 22  
Maximum 62  
Range 40  
Interquartile Range 11  
Skewness .709 .186 
Kurtosis .590 .370 
pkorupsi 
Mean 35.23 .600 








5% Trimmed Mean 35.19  
Median 35.00  
Variance 61.101  
Std. Deviation 7.817  















Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
cyberlaofin
g 
.097 170 .001 .966 170 .000 
pkorupsi .069 170 .045 .976 170 .005 















Sig. (2-tailed) . .581 





Sig. (2-tailed) .581 . 
N 170 170 
 
  
Maximum 54  
Range 33  
Interquartile Range 12  
Skewness .012 .186 
Kurtosis -.828 .370 
 54 
 










Pria 76 44.7 44.7 44.7 
Wanita 94 55.3 55.3 100.0 
Total 170 100.0 100.0  
 
Descriptive Statistics Umur 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
umur 170 20 54 25,96 6,703 
Valid N 
(listwise) 
170     
 









Cyberloafing 170 22 62 37.82 7.510 
Perilaku_Korup
si 
170 21 54 35.23 7.817 
Valid N 
(listwise) 



















Rendah 128 75.3 75.3 75.3 
Sedang 42 24.7 24.7 100.0 










Rendah 52 30.6 30.6 30.6 
Sedang 109 64.1 64.1 94.7 
Tinggi 9 5.3 5.3 100.0 
Total 170 100.0 100.0  
 1 
 
 
